GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan
hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang
Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
sosial;

bahwa untuk meningkatkan kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta
memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Provinsi
Sulawesi Tengah perlu pemberi kerja dan perusahaan
memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga
kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh
pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diatur dengan
Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban
Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan
Perizinan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi
Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5481);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan
Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah
Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan Komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
dengannama dalam bentuk apapun firma, kongsi,
koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organinasi politik, organisasi
1ainnhva lembaca dan bentitk badan lainnva termasuk



4. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah :

a. orang, persekutuan atau badan hukum yang

~ menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b." orang, persekutuan atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya; dan

c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada
di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

S. Pekerja -adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari
untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.

7. Izin adalah izin yang diberikaan oleh Pemerintah Daerah
kepada setiap orang atau perusahaan’ sesuai Peraturan
Perundang-Undangan dalam rangka:untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

8. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan
Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh
pemerintah daerah. ;

9. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah
Pemberi Kerja dan setiap orang yang berada di Daerah.

- : Pasal 3

(1) Setiap Pe%r}beri Kerja yang melakukan permohonan
pengurusan atau perpanjangan izin tertentu kepada SKPD
wajib melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari pejabat
penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
setempat yang telah dilegalisir.

(2) Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Perizinan yang
diberikan oleh SKPD yaitu :

perizinan terkait usaha;

izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

izin memperkerjakan tenaga kerja asing; dan

izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh.

o op



(3) Rekomendasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berisikan :

a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi
tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau
Perusahaan; dan

b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa

tidak diterbitkannya izin.

Pasal 4

(1) Setiap orang atau Perusahaan yang bergerak di bidang
pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan
Surat Perintah Pembayaran dengan menggunakan belanja
pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah wajib
melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS
Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak
diterbitkannya izin.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara
periodik dan teratur setiap tahun.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan
Program BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian
Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai
penerbitan izin tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan pengurusan Surat Perintah Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bersama Kepala SKPD yang memberikan Pelayanan
Perizinan atau Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan
keuangan Daerah dan Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah.



Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua
permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin
tertentu atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran
pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja Daerah yang tidak sesuai dengan
Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian berdasarkan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 08 Agustus 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 08 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWE, ZyENGAH,
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Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua
permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin
tertentu atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran
pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja Daerah yang tidak sesuai dengan
Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian berdasarkan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 08 Agustus 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 08 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
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